A.

1.

B.

1.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian hakim dalam putusan terkait sengketa merek tidak
digunakan, syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah hasil survei pasar
untuk dapat menunjukkan suatu merek terdaftar merupakan merek tidak
digunakan terbagi menjadi dua yaitu syarat terkait subjek yang mengambil
hasil survei pasar dan syarat terkait tempat diambilnya hasil survei pasar.
Untuk dapat dipakai menunjukkan merek tidak digunakan, hasil survei
pasar harus diambil oleh pihak ketiga independen yang memiliki
pengalaman, pengetahuan atau berprofesi khusus dalam pengambilan hasil
survei pasar. Tidak hanya harus diambil oleh pihak ketiga independen,
tempat diambilnya hasil survei pasar tidak harus diambil dari seluruh
tempat di Indonesia, tetapi dapat diambil dari tempat yang potensi

pasarnya menjadi sasaran dari produk atau jasa dari merek yang di survei.

SARAN

Aturan terkait hasil survei pasar sebagai alat bukti dalam sengketa merek
secara umum atau sengketa merek tidak digunakan (non-use trademark)
sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan alat bukti hasil survei
pasar yang tidak objektif. Aturan tersebut juga dapat membantu majelis
hakim dalam menentukan apa saja yang harus dimuat dalam hasil survei

pasar sehingga dapat mengurangi disenting opinion terkait syarat alat bukti
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hasil survei pasar dalam sengketa merek tidak digunakan atau sengketa
merek yang lain.

Pemilik merek yang hendak menggunakan alat bukti hasil survei pasar
dapat memakai beberapa rekomendasi Common Practice 12 terkait hal
yang harus dimuat alat bukti survei pasar. CP12 dapat menjadi panduan
yang bagus terkait cara pelaksanaan survei pasar, subjek yang
melaksanakan hasil survei pasar dan terhadap konsumen sebagai

narasumber.
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